
BUPATI KENDAL 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 8 TAHUN 2017  
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 34 TAHUN 2013 

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 
KABUPATEN KENDAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannnya Peraturan Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat 
Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit 

Layanan Pengadaan Kabupaten Kendal dipandang tidak sesuai 
dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten 
Kendal;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4355);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 



2 
 

 

 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114); 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 

11 Seri E No.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2008 Nomor 3  Seri E No.1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 159); 

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 34 Seri E 
No. 22); 

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 71 Seri D 
No. 23); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KENDAL NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN 
KENDAL. 

 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 
Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2013 Nomor 34 Seri E No. 22) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) 
disisipkan ayat baru yakni ayat (2a) sehingga Pasal 15 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 15 

 
 

(1) Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf d, dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab 

kepada Kepala ULP. 

(2) Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 

b. menetapkan dokumen pengadaan ; 

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;  

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah/Institusi masing-masing dan papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat serta 

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam 
portal pengadaan nasional; 
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e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga 
terhadap penawaran yang masuk; 

g. menjawab sanggahan; 

h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk : 

1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau  

2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling 

tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah); 

i. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen 

pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; 

j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia 

barang/jasa;  

k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada 
Kepala ULP. 

(2a) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
hal diperlukan kelompok kerja ULP dapat mengusulkan 

kepada PPK : 

a. perubahan HPS; dan/atau 

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua pokja dan setiap 
anggota pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama 
dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan 

berdasarkan suara terbanyak. 

(4) Penetapan pemenang oleh pokja ULP sebagaimana 

dimaksud ayat (2) huruf h, tidak bisa diganggu gugat oleh 
Kepala ULP. 

(5) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat 

pengadaan di luar ULP. 

(6) Pokja ULP dapat mengoordinasikan dengan pokja lainnya 

dalam rangka evaluasi dan klarifikasi terhadap dokumen 
penawaran dari penyedia barang/jasa dengan 
memperhatikan pengadaan barang/jasa yang sejenis. 

2. Frasa “Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kendal” dibaca dan dimaknai sebagai “Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kendal”. 

3. Frasa “Satuan Kerja Perangkat Daerah” yang disingkat “SKPD” 
dibaca dan dimaknai sebagai “Organisasi Perangkat Daerah” 

yang disingkat “OPD”. 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal 3 Pebruari 2017 
   

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 

 
Diundangkan di Kendal 

pada tanggal 3 Pebruari 2017 
 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

BAMBANG DWIYONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 9 
 


